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ABSTRAK

KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PERATURAN
BNN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
REHABILITASI BERKELANJUTAN TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(STUDI DI BNNP SUMATERA BARAT DAN RSJ. PROF HB SAANIN PADANG)

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas
terhadap kesehatan, sosial, dan keamanan masyarakat. Sebagai upaya pendekatan
yang berfokus pada pembinaan, Badan Narkotika Nasional menerbitkan Peraturan
BNN Nomor 6 Tahun2022-tentang Penyelenggaraan:Rehabilitasi Berkelanjutan bagi
penyalahguna narkotika. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemulihan yang
berkesinambungan melalui layanan rehabilitasi medis, sosial, dan pascarehabilitasi
yang terintegrasi. Penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan kebijakan
rehabilitasi berkelanjutan di BNN Provinsi Sumatera Barat dan RSJ Prof. HB Saanin
Padang sebagai institusi penerima wajib lapor, serta mengkaji upaya yang dilakukan
kedua lembaga dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaannya. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan Kkualitatif, dengan
memadukan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak BNNP
Sumatera Barat dan RSJ Prof., HB Saanin Padang, serta data sekunder yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan
telah dilaksanakan melalui layanan rawat jalan, rawat inap, dan pascarehabilitasi,
serta didukung oleh berbagai inovasi layanan seperti Refreshing, Buku RIHANNA, E-
RIHANNA, dan N-CONNECT. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih
ditemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum
terpenuhinya standar ideal sarana dan prasarana, serta keterbatasan daya tampung
layanan rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
implementasi Peraturan BNIN Nomor'6' Tahun 2022 di BNNR ‘Sumatera Barat dan
RSJ Prof. HB Saanin Padang telah menunjukkan arah kebijakan yang positif dalam
mendukung pemulihan penyalahguna narkotika, namun belum sepenuhnya optimal.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, serta pemenuhan sarana dan prasarana rehabilitasi agar tujuan
rehabilitasi berkelanjutan dapat tercapai secara efektif dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Kebijakan BNN, Rehabilitasi Berkelanjutan, Penyalahguna
Narkotika, BNNP Sumatera Barat, RSJ Prof. HB Saanin Padang.



